SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan

prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri,
perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu dilakukan
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan
dimaksud;

. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa

prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri,
perdagangan, perumahan dan permukiman perlu dilakukan
penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada
kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman
oleh pengembang kepada pemerintah daerah;

. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan

dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan
industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu
adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan
Permukiman.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok—pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3317);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11.
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13.

14.
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4987);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan
Perumahan dan Permukiman;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009



Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.

6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman serta
kawasan industri dan perdagangan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya.

8. Utiltas adalah sarana penunjang untuk pelayanan
lingkungan/kawasan.

9. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan
berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan
dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari
pengembang kepada Pemerintah Daerah.
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Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.

Pengembang adalah badan usaha/badan hukum
penyelenggara pembangunan perumahan, pemukiman,
perdagangan dan/atau industri.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah
horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah,
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.

Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya
untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan.

Kawasan Industri/Pergudangan adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin
Usaha Kawasan Industri, dengan luas lebih dari atau sama
dengan 5 Ha (lima hektar) sampai dengan kurang dari 10 Ha
(sepuluh hektar), jenis kegiatan hanya untuk industri dan
pergudangan serta memiliki sirkulasi jalan khusus (internal)
dan terdiri dari beberapa kavling industri.

Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan
dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan
Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha (tiga
hektar) sampai dengan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima
hektar), dengan karakter pengembangan masa bangunan
sistem deret maupun sistem blok, memiliki sirkulasi jalan
internal/jalan di dalam tapak maupun jalan antar blok
bangunan.



